
oh —_

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 3 -Tanun 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR &

TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATE KAMPAR,

Menimbang: 8. bahwa Petaturan Bupati Nomor & Tahun 2017 tentangFedamem Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Magsional
Kabupaten Kampar belum dapat menampung
perkemmbangan kebutuhan implementasi penyelenggaraanJaminan Kesehatan Nasional pada saat ini sehingga perlu
dilakokan perubahan dan penyesuaian;

6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakaud
huruf a, maka perll Menetapkan Perubahan Atas
Feraturan Bupati Kampar Nomor & Tahun 2017 TentangPedoman Felaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Kampar ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Ctonam Nabupaten dalem Daerah
Provinei Sumatera Tengah | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Normot 25);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemenksaan Penpelotaan dan Tangpeung Jawab
Helangan Negara (Lembatan Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomar 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400}:

4. Undeng-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosgial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456}:

4. Undang - Undang Nomeor 24 Tahun 201) teritang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republikindonesia Tahon 2011 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256):



EQ.

tt.

TZ.

Undang-Vndang Nemor %3 Tahun 20]4 tentangPetierntanan Daerah ({Letnbaran Negara RepublikIndonesia Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Normer 5587) sebagaimana telah
diutah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndengNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangFemerintahan Daerah {Letbaran Negama Republi
Indonesia Nomor 58, tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5579);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesthatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4009 Nomer 144, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3063}:

6.

Peraturan Presiden Nomeor i2 Tahun 2013 tentangJvaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nemer 29) sebagaimana telah diubah
beberapa kalt terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
28 tahun 2016 tentang Perubahen Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 12 tahun 2013 fLembaren Nepara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

Peraturan Presiden Nemer 32 Tahun 2014 tentangPengelolaan dan Pemaniaatan Dang Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilias kesehaian Tingkat
Pertama Milk Pemenntah deerah jLembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81):

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014
Fentang Pedoman Pelaksanaan Progran Jaminan
Kesehaten Nasional { Berita Negarmm Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dwserah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peratuian Menteri Kesehatan Nomor 2] Tahun 2016
Tentange Pengeunaan Bana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Untuk Jasa Petayanan Kesehatan dan Dulungan
Btava Operasional Fade Fasilitas Kesehatan Tingkat
pettama Milik Pemerintah Daerah { Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 761):

Feratiran Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan daiam
Penyelengearaan Program Jaminan Kesehatan [ Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);

Peraturan Bupati Nomor & tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional] Kabupaten
Kampar ( Berita Daerah kabupaten Kampar Tahun 2017
Nomer & }:



Menttapkan :

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATT KAMPAR
NOMOR & TAHUN 2017 TENTANG PECOMAN PELAKSANAAN
JAMINAN KESEAATAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR

Pasal[
Ketennian pasal 9 ayat (4a) Peratliran Buoatl Reampear Nomor 85
tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar
No 8 Tabun 2017 Tentang Pedotnan Pelaksansan Jaminean
Kesehatan Nasional Kabupaten Kampar [{ Berita Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 83) diubeah achinega
berbuayi sebagar berikut |

Pasal9

t

(1) Bena Kapdtasi vane diterima oleh FRTP dari Badan
Penvelenweara Jaminan Kesehatan ‘Sosial Kesehatan
dimantaatkan seluruhnya untuk :

a. pembayaran jasa pelayanan; dan
b. dukungan biaya operasional pelayanan keseharan;

(2) Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagsimana dimakaud qyat [1]
dipergunakan 60 % untuk pembeyeran Jasa Pelayanan,
sedangkan 404% untak dukungan operasional puskesmas.

(3) Alokasi Dena kapitasi untuk pemtayaran jasa pelayanan
dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan Kesehatan
bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melakukan
pelayanen pada FRTP.

f4) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagnimana
dimaksud pada ayat (5) meliputi Pegawail Negeri simi dan
Non Pegawai Negeri Sipil.

(4a) Pegawai Mon FNS sebagaimans dimaksud ayat 4 adalah,
meliputh
a. Tenaga Kesehatan yang mempunysi Surat lzin Prektek

atau Burat Izin Keria yang terbit sebelum bulan
Desember tahun 2018, terdiri dari Fegawai pemerintah
dengan Perjanjian Kerje, Pegawai Tidak Tetap, Tenega
Harian lepas, Tenaga Bantu Hepgiatan Pelayanan
Puskesimas 24 Jam; dan

b. Tenaga Kesehatan tanpa memperbitungkan tahum terblt
Surat |jimn Praktek dan Surat bin Kena terdiri dan
Tenaga Persicu Kapitasi (Dokter & Dokter Gigi), Tenage
Kesehatan Jainnya yang belum ada di Puskesmas
(Rekam Medik, Anoteker/Asisten Apoteker dan Analisi},

(5) Pembapian jasa pelayanan kesehatan kepada tenape
kesehatan dan tenaga oon kesehaten sebagainana
dimaksud pada ayat {3) ditetapkan dengan
nempertinibangkan variabel ;

8. jenis ketenageen dan / atau jabstan;
bh. masa Kerja: dan
c. kehadiran:

1



(@) Variabel jenis ketenagaan dan / atau jabatan sebagaimana
diinakeud pada ayat (4) hurufa, dinilai sebagai berikut :

&. tenaga medis, dibert nilai 150 (seratus lima puluh}:
tenaga Apoteker atau tenaga profesi keperawatan (ners),
diber nilai 100 (seratus};

c, tenaga Kesehatan paling rendakh $1 / G4, diberi nilaj 80
(Delapan puluyhy}:

i. tenaga Kesehatan D3, diben nilai 60 (enam puluh);

b

@. tenaga non kesthatan paling rendah D3 atau asisten
tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan

. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 jdua
PUTA lira};

(7} Tenaga sebagsimana dimakeud pada ayat (4) yang
imerangkap tugas adminiatratf, diberi nilat sebagai berikut:
a. tambahan nilai 100 [semtus) untuk tenaga yang

merangkap tugas sebagai kepala FATE:
bh. tambahan nilai 50 jlitia puluh), untuk tenaga vang

Tmerangkap tuges sebagai bendshara Dane Kanitasi
JAN; dan

¢. tambahan nilai 30 [tiga puluhj, untuk tenaga yang
merangkap tugas s¢bagai Kepale Tata Wsehea atau
penanggung jawab penatausahaan keuangan,

(8} Tenaga sebagaimanga dimaksud pada syat {4) yang
intrangkap tugas schagai penanggung jawab program atau
Yank getara, diberi tambahan nilat 10 (sepuluh) wntuk
setlap program atau yang setera.

{9} Setiap tenaga sebagaimana dimakeud pada ayat {4] yang
memiliki masa kerja:
a. 3 flima) tahun sampeai dengan 10 (sepuluh] tahun,

dihen tambahan nilai 5 [limal,
b. 11 (sebelas| tahun sampai dengan 15 {lima telas}

tahun, diben tambahan nilai 10 (sepuluh);
¢. 16 {¢nam belas] tahun sampsi dengan 20 (dua putuh}

tahun, diberi tambahan niltu 15 (lima belas);
d. 21 fdua puluh setu) tahun sampat dengan 25 idua

piluh limaj tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua
puiuh); dan

&, Lébih dari 25{doua puluh limaj tahun, diben tambahan
Tiilai 25 tdua putluh lira}

(10) Variabel kehadiran sebagaimana dimakeud pada avat (3)
huruf b dinilad schagai berikut:
a. Hedir setiap hari kerja, diberi nilai I (satu) poin per

hari: dan
b. Terlambat stau pulang sebelum waktunya yate

diakumulasi sampai * |Tujut} yam dikurang J (satu
point,



fll} Ketidalthadiran karena sakit/atau penugasan kedinasan
oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) heri
kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada
avet (8) huruf a.

(i2) Jumlah jasa pelayanan vang ditentma oleh masing-masing
tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung
dengan menggunekan for oule sebagai berikut:

PORMOULA PEREITORGAN AR IASPEL DARA LAPTAS! OF PRT

Hirai gari-
Pareavbes Epbedienc: Fomieh deg! ley pe deters 3

Pasal |

Peraturan Bupati ini mulai betlaku pada tangegal diundangkan.
Agar actlap orang tenyetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Feraturan Bupat im dengan Penempatannya
dalom Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang,
pada tangeal 2 tao

CATUR BUGENG SUSANTO

Diundangkan di Rangkinang
Pada tanggal

SEARRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

YUSRl

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015 NOMOR
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